                                                        LAPORAN
HASIL ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

DISUSUN OLEH :  BAGIAN HUKUM SETDA BOALEMO
TAHUN 2025

                                                                   BAB I
A. LATAR BELAKANG
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan dalam rangka menyesuaikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, kegiatan, dan jenis belanja serta kebutuhan mendesak daerah. Sehubungan dengan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun 2025, bagian hukum melaksanakan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang serta analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.
B. DASAR HUKUM  
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintrah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
C. MAKSUD DAN TUJUAN
Laporan ini disusun dengan maksud untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan analisis dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

                                                                 BAB II
                                     OBJEK PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN
         Objek pemantauan dan peninjauan dalam laporan ini adalah Rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
         
                                                              BAB III
                             HASIL PEMANTAUAN, ANALISIS, DAN EVALUASI
A. Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan 
Berdasarkan hasil pemantauan dan peninjauan, ranperda perubahan APBD Tahun 2025 telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
B. Kesesuaian substansi
Rancangan peraturan daerah ini telah memuat perubahan struktur pendapatan,belanja dan pembiayaan daerah yang disesuaikan dengan kondisi actual serta kebijakan fiskal daerah tahun anggaran.
C. Evaluasi Teknis 
Secara teknis ranperda perubahan APBD Tahun 2025  telah memenuhi sistematika dan substansi sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan pelaksanaannya namun diperlukan ketelitian lanjutan dalam penyesuaian rincian anggaran.
                                                     BAB IV 
                              KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. KESIMPULAN
Ranperda Perubahan APBD Tahun 2025 pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dilanjutkan ke tahapan pembahasan dan penetapan.
B. REKOMENDASI
1. Melakukan finalisasi penyesuaian rincian anggaran sesuai hasil pembahasan dengan DPRD.
2. Melanjutkan proses penetapan ranperda perubahan APBD sesuai ketentuan yang berlaku. 

BAB V
                                      PENUTUP
Laporan hasil pemantauan dan evaluasi ini disusun sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pembinaan hukum daerah dan sebagai bahan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun 2025.


